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[bookmark: _TOC_250022]BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain secara alamiah masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,[footnoteRef:2] sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhaan untuk menaati perintah Allah melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.[footnoteRef:3] [2:  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1. ]  [3:  Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga,Bandung: CV Pustaka Setia, 2011] 

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu sarana untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa. Dalam Islam banyak sekali ayat alquran yang menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan pernikahan, salah satunya firman Allah dalam QS. An-Nur (24) : 32

وَأَنْكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْۚ إِنْ يَكُوْنُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيْمٞ ٣٢ 
Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".[footnoteRef:4] [4:  Departemen Agama RI, Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata, Bandung: CV Haekal Media Center, 2007] 


Tafsiran ayat ini menurut tafsir Al-Misbah adalah, ayat ini menyatakan hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian di antara kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.[footnoteRef:5] [5:  M.Qurais Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2004] 

Menurut tafsir Al-Azhar ayat ini menjelaskan mengenai soal mengawinkan yang belum beristeri atau bersuami bukanlah semata-mata urusan pribadi yang bersangkutan, atau urusan rumah tangga dari orang tua kedua orang yang bersangkutan saja tetapi menjadi urusan pula dari jamaah Islamiah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu. Apabila zina termasuk dosa besar yang sangat aib, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal wajar, yang termasuk keperluan hidup, maka kalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka lebar. Dalam ayat ini wa ankihu, hendaklah kawinkan oleh kamu, hal orang banyak. Terbayanglah di sini bahwa masyarakat Islam mesti ada dan dibentuk supaya ada yang bertanggungjawab memikul tugas yang diberikan Tuhan itu.[footnoteRef:6] [6:  Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 13-14, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.] 

Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah adalah doa yang seringkali dipanjatkan oleh setiap Muslim yang di mana hal tersebut juga merupakan tujuan dari perkawinan, tujuan lain dari perkawinan adalah menentramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab. Paling tidak keempat hal tersebut merupakan tujuan perkawinan yang harus benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.[footnoteRef:7] [7:  Abror Sodik, Fikih Keluarga Muslim, Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2015.] 

Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya tetapi terkadang ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Bahkan saat ini lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika menyebabkan banyak perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu seperti masalah harta, kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih- lebih bila hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya.[footnoteRef:8] [8:   Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga.] 

Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan berakhir pada perceraian, ketika terjadi perceraian sering kali terjadi sengketa mengenai harta. Suami dan isteri saling memperebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan bukan hanya mengenai harta, hak asuh anakpun menjadi masalah yang tak dapat dihindari setelah terjadi perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai hal tersebut diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian.
Perjanjian perkawinan (huwdjiks atau huwelijkse wourwaarden) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan,[footnoteRef:9] perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin- poin yang disetujui kedua belah pihak. [9:   R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht), Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008.] 

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.[footnoteRef:10] Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir menurut jemaah ahli hadis:[footnoteRef:11] [10:   Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenademia Group, 2006.]  [11:  Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, al-Jami’ al-Musnad shahih Mukhtashir min Umuri Rasulullah Sallahlahu alaihi wasallam: Shahih al-Bukhari, Cet.I: Darl Tawwaq al-Najah: t.tt 1422 H.] 


حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ,حَدَّثْنَا اللَّيْثُ, قَالَ: حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبُ, عَنْ أَبِيْ الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

Artinya:“Telah diberitakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah diberitakan kepada kami layyis\ berkata : telah memberitakan kepada kami yazid bin Abi Habib, dari Abi al-Khair, dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan”

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan.
Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan dilarangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika.[footnoteRef:12] [12:  Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 September 2008.] 

Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, dengan dibuatnya akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Dalam perkembangannya, perjanjian tersebut tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas mengenai “Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”.
B. [bookmark: _TOC_250020]Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas akan dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui konsep perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui konsep perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian
Apabila tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan hasil penelitian akan membawa manfaat sebagai berikut
1. Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Secara praktis akan menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam
E. [bookmark: _TOC_250019]Kajian Pustaka
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini ditemukan beberapa penelitian dan buku yang membahas mengenai penelitian ini dan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan, diantaranya
1. Buku yang berjudul Fikih Munakahat. Buku ini menjelaskan mengenai rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dan berbagai macam talak. Dijelaskan dalam buku ini bahwa talak mua’llaq adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa akan datang, talak ini disebut juga sebagai taklik talak maksud dari adanya talak adalah usaha atau daya untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya.
2. Buku yang berjudul The Law of Love. Buku ini menjelaskan bahwa istilah perjanjian pranikah atau prenuptial agreement memang masih kurang populer di telinga masyarakat Indonesia ditambah lagi masih banyak informasi yang keliru mengenai apa itu perjanjian pranikah. Hingga saat ini banyak masyarakat yang menganggap perjanjian pranikah sebagai sesuatu yang aneh, hal tersebut dikarenakan di Indonesia masih banyak yang beranggapan jika seseorang dan pasangannya membuat perjanjian pranikah itu artinya orang tersebut tidak percaya dengan pasangannya. Padahal perjanjian pranikah merupakan salah satu cara untuk melindungi kepentingan individu masing- masing dan menghindarkan pernikahan dari hal – hal yang tidak diinginkan kemudian hari.
3. Buku yang berjudul “Hukum Orang dan Keluarga (Person En Familie- Recht)” dalam buku ini dijelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan dan bertujuan untuk mengatur akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin lebih bersifat hukum kekeluargaan (Familie rechtelijk).
4. Buku berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”. Di buku ini dijelaskan dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqih dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak- pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam buku ini juga dijelaskan membuat perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan hukumnya mubah artinya seseorang boleh membuat perjanjian tersebut dan boleh juga tidak.
Dari hasil mempelajari beberapa kajian pustaka dan referensi tersebut, tidak ditemukan pembahasan yang spesifik sama dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan mengenai apa yang dimaksud perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penulis juga memaparkan bentuk perjanjian perkawinan serta syarat sahnya perjanjian tersebut dari apa yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis berharap masyarakat akan memperoleh banyak informasi mengenai pentingnya mengadakan perjanjian perkawinan sebab manfaat yang diperoleh dari adanya perjanjian itu sendiri sangat banyak dan tidak lagi menganggap perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang tak lazim melainkan menjadikan sebagai salah satu persiapan untuk menuju pernikahan.
F. [bookmark: _TOC_250018]Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka[footnoteRef:13], pada penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan data sekunder. [13:  Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001.] 

Metode pendekatan tersebut digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan-peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam buku atau literatur yang digunakan untuk menyusun.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana diambil dari berbagai sumber yang membahas mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun hukum perkawinan Islam, perjanjian perkawinan dan harta benda dalam perkawinan.
3. Sumber Data
a. Sumber data primer : adapun sumber data primer yang penulis jadikan bahan rujukan yaitu:
1. Al-Qur`an
2. Hadits Nabi
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
b. Sumber Data Sekunder
1. Kompilasi Hukum Islam 
2. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4. Prosedur Pengumpulan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diorganisasikan kemudian diartikan dan diinterprestasikan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain:
a. Identifikasi data merupakan proses yang dilakukan secara kritis dan analitis untuk melakukan pengelompokan bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi. Bahan hukum (kepustakaan) mempunyai relevansi dengan penelitian, data yang digunakan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.
b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilih data yang relevan dengan pembahasan agar penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh pembaca.
c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dari keabsahan yang akan dideskripsikan dalam menentukan pokok jawaban permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur dan sumber bacaan.
5. Analisis Data
Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilaksanakan dengan jalan mengumpulkan data dan mengorganisasikannya serta menyeleksi data tersebut sesuai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian menganalisanya berdasarkan pendekatan dan mengembangkannya dengan menuliskan kembali apa-apa yang dianggap penting untuk dibahas.
G. [bookmark: _TOC_250000]Sistematika Pembahasan
Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lainnya serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :
BAB I	Merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang didalamnya berisi tentang gambaran umum permasalahan tentang perjanjian perkawinan, sehingga menjadi fokus dalam penelitian yang terkait. Adapun sistematika pembahasannya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penulisan bab satu ini sangatlah penting sebagai petunjuk (guide) pada bab-bab berikutnya, sehingga tulisan ini terangkai dengan sistematis.
BAB II	Bab ini merupakan pembahasan tentang tinjauan umum perjanjian dan perkawinan
BAB III	Bab ini berbicara tenatang konsep perjanjian perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, syarat perjanjian perkawinan serta tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan. 
BAB IV	Merupakan bab yang akan mengupas tentang perjanjian perkawinan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum islam. 
BAB V	Setelah memaparkan tentang konsep perjanjian perkawinan serta analisisnya dari perspektif KUHPer dan Hukum Islam, maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan penulis untuk menyempurnakan hasil penulisan.


